
 

 

 
 

 
 
 

 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BARITO SELATAN, 

 
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang 

tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah 

dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran 

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas 

daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran 

lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan 

untuk tahun berjalan, dan/atau keadaan darurat dan 

keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam 

Peraturan Perundang-undangan, maka Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 

2023, perlu dilakukan perubahan; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 354 ayat (1) dan 

Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, menyebutkan pada pokoknya perubahan RKPD 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 

2023; 

 

BUPATI BARITO SELATAN 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN 

NOMOR      TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

BUPATI BARITO SELATAN 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN 

NOMOR |: TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO SELATAN, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang 

tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah 

dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran 

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas 

daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran 

lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan 

untuk tahun berjalan, dan/atau keadaan darurat dan 

keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam 

Peraturan Perundang-undangan, maka Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 

2023, perlu dilakukan perubahan, 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 354 ayat (1) dan 

Pasal 355 “ayat. (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana. Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, menyebutkan pada pokoknya perubahan RKPD 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati, 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 

2023,



 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Rpublik 

Indonesia Nomor 4700); 
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

Mengingat 

10. 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286), 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -— 

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Rpublik 

Indonesia Nomor 4700), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 

Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757), 
Undang-Undang. 'Nomor '&6 “Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2022. tentang Cipta Kerja 

Menjadi. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575), 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817), 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah



 

 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6794); 

  13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 180); 
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447);   

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 
  20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6794), 
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang 

Pelaksanaan — Pencapaian — Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 180), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah ' Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara.Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114), 

Peraturan-Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447), 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781), 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 590): 
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka



 

 

Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah Tahun 2010 Nomor 4); 
  21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 

2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Tahun 2021 Nomor 6); 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan 

Nomor 4); 
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 

Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan 
Nomor 4); 

  24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan 

Nomor 2); 
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 

Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan 
Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Selatan Nomor 7); 
  27. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 

tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten 
Barito Selatan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 10); 
  28. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 19 Tahun 2022 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Barito Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten 
Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 19); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO 

SELATAN TAHUN 2023. 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

 

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Menetapkan 

21. 

22. 

23. 

24. 

2D 

PN (3 

28. 

Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah Tahun 2010 Nomor 4), 
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 

2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah Tahun 2021 Nomor 6), 

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan 

Nomor 4), 

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 

Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan 

Nomor 4), 

Peraturan Daerah. Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 

Tahun 2016. tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan 

Nomor 2), 
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 

Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan 

Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Selatan Nomor 7), 

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten 

Barito Selatan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah 

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 10), 
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 19 Tahun 2022 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Barito Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten 

Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 19), 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO 

SELATAN TAHUN 2023. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia



 

 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan. 

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan 

sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis 

Daerah. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Daerah yang selanjutnya disingkat RPD 

adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 2023-2026. 

 

Pasal 2 

 

Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 merupakan dokumen 

lanjutan yang disusun sehubungan dengan telah terjadinya perubahan 

asumsi-asumsi dari RKPD Tahun 2023, meliputi : perubahan kerangka 

ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran 

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. 

 

Pasal 3 

 

Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 berisi pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 

dengan memperhatikan asumsi-asumsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2. 

 
Pasal 4 

 

Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

BAB V 

BAB VI 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Pendahuluan. 

Evaluasi Hasil Triwulan II (Dua) Tahun Berkenaan. 

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah. 

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah. 

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. 

Penutup. 

 
 

 
 
 

 
 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan. 

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan 

sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis 

Daerah. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Daerah yang selanjutnya disingkat RPD 

adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 2023-2026. 

Pasal 2 

Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 merupakan dokumen 

lanjutan yang disusun sehubungan dengan telah terjadinya perubahan 

asumsi-asumsi dari RKPD Tahun 2023, meliputi : perubahan kerangka 

ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, “prioritas dan sasaran 

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. 

Pasal 3 

Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 berisi pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 

dengan memperhatikan asumsi-asumsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2. 

Pasal 4 

Perubahan RKPD “Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan. 

BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (Dua) Tahun Berkenaan. 

BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah. 

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah. 

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. 

BAB VI : Penutup.



Pasal 5 

Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
digunakan sebagai : 

a. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk menyusun 
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran 
Sementara Perubahan dalam rangka penyusunan Rencana Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023: 

b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyesuaian Rencana Kerja 
Perangkat Daerah serta Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran 

Perangkat Daerah Tahun 2023, dan/atau 

c. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan pelaksanaan pembangunan. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito 

Selatan. 

Ditetapkan di Buntok 
padatanggal 27 Juli 2023 

Pj. BUPATI BARITO SELATAN, 

DEDDY WINARWAN 

Diundangkan di Buntok 

pada tanggal »7 yui: 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BARITO SELATAN, 

——YPpesesi 

EDY PURWANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 48
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PERATURAN BUPATI BARITO 

SELATAN 
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PERUBAHAN RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN BARITO SELATAN 

TAHUN 2023. 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023 

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN 

TAHUN 2023


